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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 25 

Tahun 2015 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi 

bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Penyelenggara 

Negara di Kementerian Ketenagakerjaan sudah tidak 

sesuai lagi dengan kondisi penyelenggaraan negara yang 

bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, 

sehingga perlu dilakukan perubahan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 

2015 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi bagi 

Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Penyelenggara Negara 

di Kementerian Ketenagakerjaan;  
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Mengingat :  1 .  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang  

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4150); 

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5949); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4890); 

6. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang 

Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan 

Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka 

Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 122); 

7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19); 

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang 
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Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah 

Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan 

Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813); 

9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 

2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan 

Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan 

Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta 

Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di 

Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 411); 

10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 622); 

11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 25 

Tahun 2015 tentang Pedoman Pengendalian 

Gratifikasi bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan 

Penyelenggara Negara di Kementerian Ketenagakerjaan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

1399); 

12. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 24 Tahun 

2016 tentang Pokok Pokok Pengawasan Intern di 

Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 1118); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI 

KETENAGAKERJAAN NOMOR 25 TAHUN 2015 

TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI BAGI 

PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN PENYELENGGARA 

NEGARA DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN. 

 

Pasal I 

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman 

Pengendalian Gratifikasi Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara 
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dan Penyelenggara Negara di Kementerian Ketenagakerjaan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1399) 

diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 7 

(1) Kewajiban penolakan gratifikasi dikecualikan 

terhadap pemberian berdasarkan hubungan 

keluarga, adat istiadat, atau budaya setempat, yang 

meliputi: 

a. pemberian karena hubungan keluarga, yaitu 

kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/ istri, 

anak/menantu, cucu, besan, paman/ bibi, 

kakak/adik/ipar, sepupu, dan keponakan yang 

tidak memiliki konflik kepentingan; 

b. penerimaan uang atau barang yang memiliki 

nilai jual pada pesta pernikahan, kelahiran, 

akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau 

upacara agama/adat/tradisi lainnya dengan 

batasan nilai paling banyak Rp1.000.000,00 

(satu juta rupiah) per orang; 

 

c. pemberian terkait dengan musibah atau 

bencana yang dialami oleh penerima, 

bapak/ibu/mertua, suami/istri, atau anak 

dengan batasan nilai paling banyak 

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang; 

d. pemberian kepada sesama Pegawai ASN di 

Kementerian dalam rangka pisah sambut, 

pensiun, promosi jabatan, atau ulang tahun 

yang tidak dalam bentuk uang atau tidak 

berbentuk setara uang paling banyak dari 

Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per orang 

dengan total pemberian Rp1.000.000,00 (satu 
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